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	PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 10 Telp. (0342) 801665
BLITAR



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BLITAR
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2016-2021
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BLITAR


	Menimbang
	:
	a.
	Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi pejabat struktural di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar;

	
	
	b.
	bahwa penetapan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar


	Mengingat
	:
	1.
	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4614)




	
	
	2.
	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

	
	
	3.
	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

	
	
	4.
	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

	
	
	5.
	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

	
	
	6.
	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

	
	
	7.
	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PEW/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

	
	
	8.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;



	
	
	9.
	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tenta g Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

	
	
	10.
	Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 1/C);

	
	
	11.
	Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;

	
	
	12.

13.

	Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Blitar Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.



































MEMUTUSKAN:


Menetapkan	:  KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
   PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERIA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2016-2021 DI LINGKUNGAN    DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR

PERTAMA	:  Indikator Kinerja Individu merupakan ukuran keberhasilan dari
   pencapaian sasaran individu di dalam suatu instansi pemerintah
   sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan mengacu pada
 Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu  Satu Pintu Kabupaten Blitar;


KEDUA	:  Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum
   KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka
   menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran,
   perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi
   pencapaian kinerja.


KETIGA	:  Indikator I kinerja Individu Tahun 2016-2021 di lingkungan Dinas
Peananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;


KEEMPAT	:  Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian
   kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh
   setiap individu dan disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan   Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten BIitar;


KELIMA	:  Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat
kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.


KEENAM	:  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di	: Blitar
Pada tanggal	: 

    KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
        KABUPATEN BLITAR




Drs. MOLAN , MM
        Pembina Utama Muda
   NIP. 19580922 198503 1 001
	




INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


	1.
	Jabatan 
	:
	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	2.
	Tugas
	:
	Membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

	3.
	Fungsi
	:
	a. Menyusun rancangan kebijakan dinas;
b. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang;
c. Melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, kehumasan keprotokolan dan kelembagaan; 
d. Mengkoordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
e. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
f. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, kesejahteraan pegawai, analisis jabatan dan beban kerja;
g. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.











	SASARANSTRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
	SUMBER DATA

	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, disiplin aparatur, keuangan, perencanaan dan pelaporan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Indeks Kepuasan Aparatur
	Penilaian Indeks Kepuasan Aparatur diatur dalam pedoman tersendiri
	
Survey Kepuasan Aparatur

	
	Score SAKIP SKPD
	Penilaian score SAKiP dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Blitar
	
Hasil Penilaian Inspektorat

	
	Persentase sarpras dengan
kondisi layak fungsi
	


	

SIMBADA

	
	Persentase aparatur yang
mengikuti kegiatan
peningkatan kapasitas
SDM
	



	

Data Kasubbag Umum dan Kepegawaian

	
	Persentase dokumen
perencanaan,
penganggaran, laporan
keuangan dan kinerja
DPMPTSP yang disusun
tepat waktu
	

	

Data seluruh bidang pada SKPD








INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


	1.
	Jabatan 
	:
	Kabid Pelayanan Perijinan I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	2.
	Tugas
	:
	Melaksanakan tugas-tugas teknis operasional pelayanan perijinan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang aset daerah, bidangketenagakerjaan, bidang energi dan pertambangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan.

	3.
	Fungsi
	:
	a. Menyusun program kegiatan, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur perijinan dan non perijinan;
b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi perijinan secara terpadu;
c. Mengkoordinasi proses pelayanan perijinan dan non perijinan;
d. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi pelayanan perijinan dan non perijinan secara elektronik;
e. Melaksanakan administrasi pelayanan perijinan dan non perijinan;
f. Memantau dan mengevaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan; 
g. Menetapkan besaran restribusi perijinan (SKRD);
h. Melaksanakan penagihan atas tunggakan restribusi perijinan;
i. Melaksanakan administrasi dan tata usaha Bidang Pelayanan Perijinan I; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.









	SASARANSTRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
	SUMBER DATA

	
Meningkatnya Pelayanan Perijinan Bidang I yang mendukung kegiatan penanaman modal/Investasi Usaha di Daerah
	
Prosentase Pelayanan Pemrosesan Perijinan Bidang I yang tepat waktu


	
Σ Proses Ijin Bid I Tepat Waktu     x 100%
Σ Proses Ijin Bid I keseluruhan

Konsistensi dan waktu proses pelayanan periziinan :
1.   Izin Prinsip  (14 hari kerja)
2.   Izin Lokasi  (13 hari kerja)
3.   Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
(13 harikerja)
4.   Izin Usaha Perdagangan  (14 hari kerja)
5.   Izin Usaha Industri (IUI)  (13 hari kerja)
6.   Iziin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
      (13 hari kerja)
7. Izin Usaha Perikanan  (13 hari kerja)
8. Izin Usaha Peternakan  (13 hari kerja)
9. Izin Pemanfaatan/Pemakaian Asset Daerah  (11 hari kerja)
10. Izin Lingkungan  (14 hari kerja)
Konsistensi dan waktu proses pelayanan non perizinan :
1.   Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
       (11hari kerja)
2.   Tanda Daftar Gudang (TDG)
       (14 hari kerja)
3.   Tanda Daftar Peternakan Rakyat
       (14 hari kerja)

	
Peraturan Bupati Blitar Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu









INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


	1.
	Jabatan 
	:
	Kabid Pelayanan Perijinan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	2.
	Tugas
	:
	Melaksanakan tugas-tugas teknis operasional pelayanan perijinan bidang pertanahan, bidang perdagangan dan perindustrian, bidang pariwisata dan budaya, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang koperasi dan usaha mikro, bidang komunikasi dan informatika, bidang kesehatan.

	3.
	Fungsi
	:
	a. Menyusun program kegiatan, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur perijinan dan non perijinan;
b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi perijinan secara terpadu;
c. Mengkoordinasi proses pelayanan perijinan dan non perijinan;
d. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi pelayanan perijinan dan non perijinan secara elektronik;
e. Melaksanakan administrasi pelayanan perijinan dan non perijinan;
f. Memantau dan mengevaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan; 
g. Menetapkan besaran restribusi perijinan (SKRD);
h. Melaksanakan penagihan atas tunggakan restribusi perijinan;
i. Melaksanakan administrasi dan tata usaha Bidang Pelayanan Perijinan II; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.







	SASARANSTRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
	SUMBER DATA

	
Meningkatnya Pelayanan Perijinan Bidang II yang mendukung kegiatan penanaman modal/Investasi Usaha di Daerah
	
Prosentase Pelayanan Pemrosesan Perijinan Bidang II yang tepat waktu

	
Σ Proses Ijin Bid II Tepat Waktu     x 100%
Σ Proses Ijin Bid II keseluruhan

Konsistensi dan waktu proses pelayanan periziinan :
1.   Izin Prinsip  (14 hari kerja)
2.   Izin Lokasi  (13 hari kerja)
3.   Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
      (13 hari kerja)
4.   Izin Usaha Perdagangan  (14 hari kerja)
5.   Izin Usaha Industri (IUI)  (13 hari kerja)
6.   Iziin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
      (13 hari kerja)
7.   Izin Kios/Los Pasar  (14 hari kerja)
8.   Izin Pemasangan Papan Reklame, Iklan, Spanduk dan Baleho  (14 hari kerja)
9.   Izin Tempat Hiburan dan Permainan
      (13 hari kerja)
10. Izin Usaha Hotel  (13 hari kerja)
11. Izin Usaha Rumah Makan/Bar
      (13 hari kerja)
12. Izin Apotek  (13 hari kerja)
13. Izin Laboratorium (13 hari kerja)
14. Izin Pengobatan Tradisional
      (13 hari kerja)
15. Izin Toko Obat  (14 hari kerja)
16. Izin Balai Pengobatan, Rumah Sakit Bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak
      (13 hari kerja)
17. Izin Optik  (13 hari kerja)
18. Izin Toko Alat Kesehatan  (13 hari kerja)
19. Izin Warnet  (13 hari kerja)
20. Izin Lingkungan  (14 hari kerja)

Konsistensi dan waktu proses pelayanan non perizinan :
1.   Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
       (11hari kerja)
2.   Tanda Daftar Gudang (TDG)
       (14 hari kerja)
	
Peraturan Bupati Blitar Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
































INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


	1.
	Jabatan 
	:
	Kabid Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal DPMPTSP 

	2.
	Tugas
	:
	Merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan bidang pengembangan dan pengendalian penanaman modal.

	3.
	Fungsi
	:
	a. Merumuskan kebijakan teknis pengembangan iklim penanaman modal;
b. Penyusun kajian peta potensi investasi dan peta penanaman modal;
c. Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan potensi daerah;
d. Menyusun rencana umum penanaman modal daerah kabupaten;
e. Melaksanakan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
f. Melaksanakan publikasi pengembangan potensi daerah;
g. Mengkoordinasikan kebijakan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
h. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
i. Menyusun usulan bidang usaha terbuka dan tertutup dengan persyaratan;
j. Menyusun usulan bidang usulan yang mendapatkan prioritas tinggi;
k. Merumuskan usulan pemberian, insentif dan kemudahan daerah dibidang penanaman modal;
l. Melaksanakan koordinasi, identifikasi dan inventarisasi kebijakan dan peraturan penanaman modal;
m. Menyusun pedoman teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
n. Mengkoordinasikan dengan pemerintah dan pemerintah provinsi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
o. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
p. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi undang-undang terkait hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal;
q. Melaksanakan administrasi dan tatausaha Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal;
r. Memantau realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
s. Melaksanakan pembinaan dan fasilitas penyelesaian permasalahan penanaman modal;
t. Melaksanakan pengawasan pemantauan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
u. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.







	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
	SUMBER DATA

	1.  evaluasi Perda dan Perbub tentang penanaman modal
	Persentase Perda dan Perbup penanaman modal yang terreviuw
	Σ perda dan perbup penanaman modal yang tereviuw     x 100%
Σ perda dan Perbub penanaman modal
	Perda No.4 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal

	2.  Terjaminnya keamanan ber-usaha
	Prosentase terlaksananya monev dan peningkatan kapasitas kerja bagi pelaku penanaman modal di Kabupaten Blitar
	
Σ Pelaku Penanaman Modal yg Termonev                            x 100%
Σ Usulan jumlah Pelaku Penanaman Modal yg di monev

	Data pemegang ijin usaha yang terdaftar pada data base perijinan di DPMPTSP Kabupaten Blitar

	3. Evaluasi realisasi penanaman modal tahun 2017
	Jumlah laporan evaluasi realisasi penanaman modal tahun 2017
	Evaluasi realisasi penanaman modal tahun 2017 yang akan dijadikan bahan perbandingan realisasi penanaman modal tahun 2016 dimana pertumbuhannya merupakan IKU OPD
	Database Perijinan









INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


	1.
	Jabatan 
	:
	Kabid  Promosi dan Sistem  Informasi 

	2.
	Tugas
	:
	Merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan promosi, menyiapkan sarana prasarana promosi penanaman modal, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang penanaman modal serta mengembangkan sistem informasi penanaman modal.

	3.
	Fungsi
	:
	a. Merumuskan dan menyusun kebijakan teknis dan pengembangan promosi penanaman modal;
b. Menyusun bahan kajian peta potensi investasi daerah yang siap dipromosikan kepada penanam modal;
c. Melaksanakan market survey dan market intelligent;
d. Merencanakan promosi penanaman modal;
e. Menyusun dan melaksanakan pengembangan strategi promosi;
f. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan promosi penanaman modal;
g. Mengkoordinasikan kebijakan promosi penanaman modal;
h. Melaksanakan fasilitasi dan promosi penanaman modal;
i. Melaksanakan koordinasi, publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi;
j. Melaksanakan fasilitasi calon penanam modal di dalam negeri dan penerimaan misi/kunjungan calon penanam modal;
k. Merumuskan dan mengkoordinasi kebijakan teknis data dan sistem informasi;
l. Menyusun data statistik, analisis dan pengolahan data informasi penanaman modal;
m. Mengembangkan sistem informasi penanaman modal;
n. Menyiapkan bahan visualisasi data dan informasi penanaman modal;
o. Mengkoordinasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
p. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sistem informasi penanaman modal;
q. Melaksanakan  monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan promosi, data dan sistem informasi;
r. Memverifikasi/memvalidasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
s. Menganalisa dan mengevaluasi data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
t. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
u. Melaksanakan administrasi dan tata usaha Bidang Promosi dan Sistem Informasi; dan
v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.







	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
	SUMBER DATA

	1.  ketersediaan informasi dalam rangka pertumbuhan  pemohon ijin penanaman modal

2.   Terlaksananya promosi investasi daerah dalam rangka peningkatan jumlah investor dengan instrument parameter peningkatan pemohon ijin penanaman modal
	Σ jumlah data pemohon ijijn penanaman modah tahun 2017



Σ pelaksanaan pameran  investasi dalam meningkatkan permohonan ijin penanaman modal
	Σ pemohonan ijin penanaman modal



Σ pelaksanaan pameran investasi terhadap pemohon ijin penanaman modal 
	


Data dan profil/prospectus investasi pada seluruh bidang di DPMPTSP Kabupaten Blitar













INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


	1.
	Jabatan 
	:
	Kasubag Umum dan Kepegawaian

	2.
	Tugas
	:
	Melaksanakan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga, rapat-rapat, penertiban pengamanan pemeliharaan kebersihan kantor dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

	3.
	Fungsi
	:
	a. Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian;
b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat - menyurat dan kearsipan;
c. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, rapat- rapat;
d. Penyelenggaraan penertiban, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan Dinas;
e. Penyusunan rencana kebutuhan barang, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawata dan pemeliharaan;
f. Penyusunan laporan secara berkala urusan barang inventari Dinas;






	SASARANKEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
	SUMBER DATA

	
Terlaksananya Pelayanan Administrasi SKPD
	
Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran yang baik berupa layanan surat menyurat, layanan dokumentasi dan kearsipan ,layanan urusan kerumahtanggaan, layanan ketatalaksanaan
	
Pemenuhan layanan yang baik
                                                         100%
Seluruh layanan administrasi
	








SIMBADA

	
Terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
	
Prosentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik
	
Jumlah sarana dan praasarana yang berfungsi baik
                                                                                      100%
Jumlah seluruh sarana dan prasarana
	

	
Terpenuhinya pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM Dinas PMPTSP

	
Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM
	
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat / bimtek
                                                                               100%
Jumlah aparatur keseluruhan
	






















INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


	1.
	Jabatan 
	:
	Kasubag Penyusunan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	2.
	Tugas
	:
	Menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

	3.
	Fungsi
	:
	a. Pengumpulan dan pepenganalisaan data seluruh  kegiatan Dinas;
b. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas;
c. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan hasil pelaksanaan program kerja antar bidang;
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksana kegiatan;





	SASARAN KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
	SUMBER DATA

	
Tersusunnya dokumen perencanaan dan capaian kinerja OPD
	
Jumlah dokumen perencanaan (draf renstra dan renja / Renja Perubahan )
	
Menyusun dokumen perencanaan dalam bentuk draf renstra dan Renja / Renja perubahan )
	
Dokumen Renstra (yang belum tereviuw) 

	

	
Capaian Kinerja OPD (2 dokumen LKJIP dan LPPD)
	
Menyusun laporan capaian kinerja OPD dalam bentuk LKJIP dan LPPD tahun 2017
	
Dokumen LKJIP dan LPPD tahun 2016 , serapan anggaran dan kegiatan per triwulan tahun 2017






INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


	1.
	Jabatan 
	:
	Kasubag Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	2.
	Tugas
	:
	Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

	3.
	Fungsi





	:
	a. Penyusunan perencanaan anggaran keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
b. Pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi data keuangan;
c. Pelaksanaan pelaporan perkembangan realisasi anggaran;
d. Penyusunan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan




	SASARAN KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
	SUMBER DATA

	1.    Tersusunnya dokumen penganggaran dan laporan keuangan SKPD
	Jumlah dokumen anggaran dan laporan keuangan SKPD tahun 2017
	Dokumen Penganggaran :
1. RKA dan RKAP
2. DPA dan DPAP
3. Laporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran
4. LRA dan CALK
5. Laporan/Rekonsiliasi Aset (Semesteran)
	





         -  SIMDA
-  SIMBADA

	2.    Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD
	Prosentase dokumen laporan pertanggung jawaban yang terkelola
	
Σ dok laporan pertanggungjawaban keuangan yang terkelola   x 100%
Σ SPM
	

	3.     Terlaksananya verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan SKPD
	Prosentase dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan yang terverifikasi
	
Σ dok laporan pertanggungjawaban keuangan yang terverifikasi    x 100%
Σ SPM 
	






INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


	1.
	Jabatan 
	:
	Kasi Pemrosesan Perijinan I

	2.
	Tugas
	:
	Merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan seksi pemrosesan perijinan I.

	3.
	Fungsi
	:
	a. Melaksanakan penyusunan pedoman teknis dan rencana program kegiatan, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pemrosesan perijinan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang aset daerah, bidang ketenagakerjaan, bidang energi dan pertambangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan;
b. Melaksanakan pemrosesan perijinan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang aset daerah, bidang ketenagakerjaan, bidang energi dan pertambangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan sesuai standar pelayanan;
c. Melaksanakan penyusunan jadwal dan melaksanakan peninjauan lokasi perijinan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang aset daerah, bidang ketenagakerjaan, bidang energi dan pertambangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan;
d. Melaksanakan koordinasi terkait teknis regulasi sektoral dalam penyelenggaraan pemrosesan perijinan;
e. Melaksanakan penerapan standar pelayanan perijinan;
f. Melaksanakan system pelayanan perijinan online;
g. Melaksanakan pengembangan terhadap aplikasi perijinan;
h. Melaksankan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan kegiatan terhadap pelaksanaan program kerja seksi pemrosesan perijinan I; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.





	SASARAN KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
	SUMBER DATA

	
Terprosesnya Permohonan Ijin pada Bidang Pelayanan Perijinan I
	
Jumlah permohonan perijinan pada Pelayanan Perijinan I yang terproses
	
Σ SK Ijin yang terproses melalui survey/non survey lokasi pada Bidang Pelayanan Perijinan I
	
Σ Data Permohonan Perijinan I




























INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


	1.
	Jabatan 
	:
	Kasi Validasi Data Perijinan I

	2.
	Tugas
	:
	Merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan seksi validasi data perijinan I.

	3.
	Fungsi
	:
	a. Melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman teknis dan rencana program kegiatan, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan perijinan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang aset daerah, bidang ketenagakerjaan, bidang energi dan pertambangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan;
b. Melaksanakan validasi terhadap berkas permohonan perijinan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang aset daerah, bidang ketenagakerjaan, bidang energi dan pertambangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan;
c. Melaksanakan pendataan permohonan perijinan bidang bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang aset daerah, bidang ketenagakerjaan, bidang energi dan pertambangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan.;
d. Melaksanakan penyusunan survey kepuasan masyarakat;
e. Melaksanakan penerapan Standar Pelayanan perijinan;
f. Melaksanakan system pelayanan perijinan online
g. Melaksanakan pengembangan terhadap aplikasi perijinan;
h. Melaksankan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan kegiatan terhadap pelaksanaan program kerja Seksi Validasi Data Perijinan I; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.






	SASARAN KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
	SUMBER DATA

	
Tercapainya hasil verifikasi data yang sesuai dan akurat pada berkas permohonan perijinan I
	
Jumlah berkas permohonan perijinan I yang terverifikasi
	
Σ berkas permohonan perijinan I terverifikasi
	
Σ Data Permohonan Perijinan I






























INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


	1.
	Jabatan 
	:
	Kasi Penerbitan Perijinan I

	2.
	Tugas
	:
	Merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan seksi penerbitan perijinan I.

	3.
	Fungsi
	:
	a. Melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman teknis dan rencana program kegiatan, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur penerbitan perijinan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang aset daerah, bidang ketenagakerjaan, bidang energi dan pertambangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan;
b. Melaksanakan penerbitan konsep naskah dokumen perijinan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang aset daerah, bidang ketenagakerjaan, bidang energi dan pertambangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan sesuai standar pelayanan;
c. Menenetapkan besaran restribusi perijinan (SKRD);
d. Melaksanakan penagihan atas tunggakan atas restribusi perijinan;
e. Mendokumentasikan berkas penerbitan perijinan;
f. Melaksanakan penerapan standar pelayanan perijinan;
g. Melaksanakan system pelayanan perijinan online;
h. Melaksanakan pengembangan terhadap aplikasi perijinan;
i. Melaksankan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan kegiatan terhadap pelaksanaan program kerja seksi penerbitan perijinan I; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.



	SASARANKEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
	SUMBER DATA

	
1. Terlaksananya penerbitan SK Ijin pada Bidang Pelayanan Perijinan I

	
Jumlah SK Ijin yang terbit pada Bidang  Pelayanan Perijinan I
	
 Σ SK Ijin pada Bidang Pelayanan Perijinan I yang  telah diterbitkan
	
Σ Data Permohonan Perijinan I

	.
2. Tersedianya hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perijinan
	

Indeks kepuasan masyarakat
	
Pelaksanaan survey dilakukan terhadap pemohon ijin secara sampling dan random dengan formulasi penghitungan hasil survey secara rerata
	
Hasil survey dari pemohon ijin dan pemegang ijin usaha





























INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


	1.
	Jabatan 
	:
	Kasi Validasi Data Perijinan II

	2.
	Tugas
	:
	Merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan seksi validasi data perijinan II.

	3.
	Fungsi
	:
	a. Melaksanakan penyusunan pedoman teknis dan rencana program kegiatan, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan perijinan bidang pertanahan, bidang perdagangan dan perindustrian, bidang pariwisata dan budaya, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang koperasi dan usaha mikro, bidang komunikasi dan informatika, bidang kesehatan;
b. Melaksanakan validasi terhadap berkas permohonan perijinan bidang bidang pertanahan, bidang perdagangan dan perindustrian, bidang pariwisata dan budaya, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang koperasi dan usaha mikro, bidang komunikasi dan informatika, bidang kesehatan;
c. Melaksanakan pendataan permohonan perijinan bidang bidang pertanahan, bidang perdagangan dan perindustrian, bidang pariwisata dan budaya, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang koperasi dan usaha mikro, bidang komunikasi dan informatika, bidang kesehatan;
d. Melaksanakan penyusunan survey kepuasan masyarakat;
e. Melaksanakan penerapan Standar Pelayanan perijinan;
f. Melaksanakan system pelayanan perijinan online;
g. Melaksanakan pengembangan terhadap aplikasi perijinan;
h. Melaksankan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan kegiatan terhadap pelaksanaan program kerja seksi validasi data perijinan II; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.







	SASARAN KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
	SUMBER DATA

	
Tercapainya hasil verifikasi data yang sesuai dan akurat pada berkas permohonan perijinan II
	
Jumlah berkas permohonan perijinan II yang terverifikasi
	
Σ berkas permohonan perijinan II terverifikasi
	
Σ Data Permohonan Perijinan II

































INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


	1.
	Jabatan 
	:
	Kasi Pemrosesan Perijinan II

	2.
	Tugas
	:
	Merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan seksi pemrosesan perijinan II.

	3.
	Fungsi
	:
	a. Melaksanakan penyusunan pedoman teknis dan rencana program kegiatan, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pemrosesan perijinan bidang bidang pertanahan, bidang perdagangan dan perindustrian, bidang pariwisata dan budaya, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang koperasi dan usaha mikro, bidang komunikasi dan informatika, bidang kesehatan;
b. Melaksanakan pemrosesan perijinan bidang pertanahan, bidang perdagangan dan perindustrian, bidang pariwisata dan budaya, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang koperasi dan usaha mikro, bidang komunikasi dan informatika, bidang kesehatan sesuai standar pelayanan;
c. Menyusun jadwal dan melaksanakan peninjauan lokasi perijinan bidang pertanahan, bidang perdagangan dan perindustrian, bidang pariwisata dan budaya, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang koperasi dan usaha mikro, bidang komunikasi dan informatika, bidang kesehatan;
d. Melaksanakan koordinasi terkait teknis regulasi sektoral dalam penyelenggaraan pemrosesan perijinan;
e. Melaksanakan penerapan standar pelayanan perijinan;
f. Melaksanakan system pelayanan perijinan online;
g. Melaksanakan pengembangan terhadap aplikasi perijinan;
h. Melaksankan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan kegiatan terhadap pelaksanaan program kerja seksi pemrosesan perijinan II; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.





	SASARAN KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
	SUMBER DATA

	
Terprosesnya Permohonan Ijin pada Bidang Pelayanan Perijinan II
	
Jumlah permohonan perijinan pada Pelayanan Perijinan II yang terproses
	
Σ SK Ijin yang terproses melalui survey/non  survey lokasi pada Bidang Pelayanan Perijinan II
	
Σ Data Permohonan Perijinan II

































INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


	1.
	Jabatan 
	:
	Kasi Penerbitan Perijinan II

	2.
	Tugas
	:
	Merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan seksi penerbitan perijinan II.

	3.
	Fungsi
	:
	a. Melaksanakan penyusunan pedoman teknis dan rencana program kegiatan, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur penerbitan perijinan bidang bidang pertanahan, bidang perdagangan dan perindustrian, bidang pariwisata dan budaya, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang koperasi dan usaha mikro, bidang komunikasi dan informatika, bidang kesehatan;
b. Melaksanakan penerbitan konsep naskah dokumen perijinan bidang pertanahan, bidang perdagangan dan perindustrian, bidang pariwisata dan budaya, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang koperasi dan usaha mikro, bidang komunikasi dan informatika, bidang kesehatan;
c. Melaksanakan penetapan besaran restribusi perijinan (SKRD);
d. Mendokumentasikan berkas penerbitan perijinan;
e. Melaksanakan penerapan standar pelayanan perijinan;
f. Melaksanakan system pelayanan perijinan online;
g. Melaksanakan pengembangan terhadap aplikasi perijinan;
h. Melaksankan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan kegiatan terhadap pelaksanaan program kerja seksi penerbitan perijinan II; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.







	SASARAN KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
	SUMBER DATA

	
1.   Terlaksananya penerbitan SK Ijin pada Bidang Pelayanan Perijinan II

	
Jumlah SK Ijin yang terbit pada Bidang  Pelayanan Perijinan II
	
 Σ SK Ijin pada Bidang Pelayanan Perijinan II  yang  telah diterbitkan
	
Σ Data Permohonan Perijinan II

	
2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pemegang Ijin usaha di Kabupaten Blitar

	
Jumlah pemegang Ijin usaha yang dimonitoring dan evaluasi
	
Σ  pemegang ijin usaha yang di monitoring dan evaluasi
	
Σ Data Pemegang Ijin Usaha di Kabupaten Blitar




























INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


	1.
	Jabatan 
	:
	Kasi Pelayanan Pengaduan DPMPTSP 

	2.
	Tugas
	:
	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan seksi pelayanan pengaduan.

	3.
	Fungsi
	:
	a. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan dan pengaduan;
b. Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pelayanan pengaduan;
c. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja bidang pelayanan pengaduan;
d. Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di seksi pelayanan pengaduan;
e. Melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan pelayanan pengaduan;
f. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi pelayanan pengaduan;
g. Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di seksi pelayanan pengaduan;
h. Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan di seksi pelayanan pengaduan;
i. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di seksi pelayanan  pengaduan;
j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanakan pelayanan pengaduan; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.











	SASARAN KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
	SUMBER DATA

	1.  Terprosesnya pengaduan masyarakat terkait pelayanan perijinan/non perijinan dan penanaman modal

2.   Terlaksananya monitoring dan evaluasi penanaman modal
	Jumlah pengaduan terkait perijinan/non perijinan dan penanaman modal yang terproses


Jumlah kegiatan udaha yang ter monev
	Σ  pengaduan terkait perijinan/non perijinan dan penanaman modal yang terproses



Σ    kegiatan usaha yang termonev
	Data Pengaduan masyarakat terkait perijinan/non perijinan dan penanaman modal


Data pemegang ijin prinsip






























INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


	1.
	Jabatan 
	:
	Kasi Pengendalian Penanaman Modal DPMPTSP 

	2.
	Tugas
	:
	Membantu merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan seksi pengendalian penanaman modal.

	3.
	Fungsi
	:
	a. Menyiapkan potensi realisasi/bahan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
b. Memantau dan mengevaluasi data realisasi pelaksanaan penanaman modal dalam laporan kegiatan penanaman modal yang disampaikan oleh penanam modal;
c. Menyiapkan  bahan analisa laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dari hasil kunjungan lapangan;
d. Menyiapkan bahan laporan realisasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara periodik;
e. Menginventarisasi dan mengidentifikasi undang - undang terkait hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
f. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
g. Menyiapkan bahan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan di bidang penanaman modal;
h. Menginventarisasi berkas permohonan pembatalan/ pencabutan ijin prinsip/ ijin usaha yang disampaikan oleh penanam modal;
i. Melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan untuk pembuatan berita acara pemeriksaan proyek/ perusahaan;
j. Menyiapkan konsep surat keputusan pembatalan/ pencabutan ijin prinsip/ ijin usaha perusahaan;
k. Menyiapkan bahan untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal;
l. Menyiapkan bahan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan kepada penanam modal;  
m. Menyiapkan laporan hasil pembinaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelaksanaan pembinaan;
o. Melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan penanaman modal;
p. Menyiapkan data pengawasan terhadap perusahaan sebagai kewajiban penyampaian laporan realisasi penggunaan fasilitas;
q. Melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan atas kapasitas ijin produksi (IUT/ IUI);
r. Menyiapkan data pengawasan terhadap perusahaan yang mempunyai indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Menanaman modal;
s. Menyiapkan bahan laporan pengawasan yang terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan; dan
t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.





	SASARAN KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
	SUMBER DATA

	Meningkatnya pengendalian penanaman modal
	Prosentase investasi yang di monitoring terkait realisasi penanaman modal tahun  2017
	
Σ ijin yang sudah di monitoring      x 100%
Σ ijin yang masuk
	
Database

	
Tersusunnya laporan realisasi penanaman modal 
	
Jumlah laporan realisasi penanaman modal
	
Laporan hasil monitoring
	
Berita acara hasil monitoring realisasi penanaman modal














INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


	1.
	Jabatan 
	:
	Kasi Pengembangan Penanaman Modal  DPMPTSP

	2.
	Tugas
	:
	Membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan seksi Pengembangan Penanaman Modal

	3.
	Fungsi
	:
	a. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan iklim penanaman modal;
b. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi daerah;
c. Melaksanakan penyusunan peta potensi investasi dan peta penanaman modal;
d. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pengembangan potensi daerah;
e. Melaksanakan kegiatan pengembangan potensi daerah;
f. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi optimalisasi potensi daerah;
g. Melaksanakan analisis terhadap hasil kajian-kajian potensi dan peluang investasi;
h. Menyiapkan data sebagai bahan publikasi pengembangan potensi daerah;
i. Menyiapkan usulan bidang usaha yang mendapatkan prioritas tinggi;
j. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan dibidang pengembangan iklim penanaman modal;
k. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan dibidang pengembangan iklim penanaman modal;
l. Menyusun rencana umum penanaman modal daerah kabupaten;
m. Menyiapkan bahan rumusan usulan bidang-bidang usaha tertutup dan terbuka dengan persyaratan;
n. Menyiapkan bahan rumusan usulan insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah;
o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan penanaman modal; dan
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.






	SASARAN KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
	SUMBER DATA

	
Meningkatnya Pengembangan Penanaman Modal


	
Jumlah hasil / laporan koordinasi fasilitasi terhadap investor pemegang ijin usaha yang berjalan



Jumlah buku profil / prospectus produk unggulan di Kabupaten Blitar
	
Kegiatan koordinasi terdiri dari rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah
Kegiatan fasilitasi terdiri dari fasilitasi
pelaksanaan urusan


Jumlah buku profil/prospectus produk unggulan di Kabupaten Blitar
	
Database perijinan




Potensi SDA Kabupaten Blitar





























INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


	1.
	Jabatan 
	:
	Kasi Promosi DPMPTSP 

	2.
	Tugas
	:
	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan seksi promosi.

	3.
	Fungsi
	:
	a. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan pengembangan promosi penanaman modal;
b. Melaksanakan kegiatan analisis hasil kajian potensi dan peluang investasi daerah;
c. Membantu menyiapkan bahan market survey dan market intelligent;
d. Membantu menyiapkan bahan penyusunan kajian peta potensi investasi daerah yang siap dipromosikan kepada penanam modal;
e. Membantu menyiapkan bahan perencanaan promosi penanaman modal;
f. Membantu menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan pengembangan strategi promosi;
g. Membantu menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan promosi penanaman modal;
h. Membantu menyiapkan bahan pengkoordinasian kebijakan promosi penanaman modal;
i. Membantu menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan promosi penanaman modal;
j. Membantu menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi;
k. Membantu menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi calon penanam modal dan penerimaan misi/kunjungan calon penanam modal;
l. Membantu menyiapkan bahan, sarana dan prasarana promosi;
m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan promosi, pelaksanaan promosi serta sarana dan prasarana promosi penanaman modal; dan
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.








	SASARAN KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
	SUMBER DATA

	
Terlaksananya sosialisasi perijinan dan penanaman modal melalui jenis ragam media 
	
Jumlah media sosialisasi perijinan dan penanaman modal  
	
Σ paket sosialisasi
	
Propektus investasi 

































INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


	1.
	Jabatan 
	:
	Kasi Pelaporan DPMPTSP 

	2.
	Tugas
	:
	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan seksi pelaporan.

	3.
	Fungsi
	:
	a. Melaksanakan kegiatan penyusunan program kegiatan lingkup seksi pelaporan;
b. Melaksanakan kegiatan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma, dan kriteria sesuai bidang tugasnya;
c. Melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) terhadap evaluasi dan pelaporan;
d. Membantu melaksanakan pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis evaluasi dan pelaporan;
e. Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kerja;
f. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan menyusun laporan perkembangan dan realisasi;
g. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu sesuai seksi tugasnya; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.





	SASARAN KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
	SUMBER DATA

	
Terpenuhinya pelaporan-pelaporan terkait penanaman modal
	
Jumlah berkas laporan
	
Σ laporan penanaman modal
	
Sistem Informasi Data Perijinan










INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


	1.
	Jabatan 
	:
	Kasi Pengolahan Data dan Sistim Informasi DPMPTSP 

	2.
	Tugas
	:
	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan seksi pengolahan data dan sistim informasi

	3.
	Fungsi
	:
	a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan teknis data dan sistim informasi;
b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data statistic, analisis, dan pengolahan data informasi penanaman modal;
c. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi penanaman modal;
d. Melaksanakan kegiatan verifikasi data dan informasi sebagai bahan analisis data penanaman modal;
e. Melaksanakan penyiapan bahan pemutakhiran data dan informasi penanaman modal;
f. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistim informasi penanaman modal;
g. Melaksanakan penyiapan bahan visualisasi data dan informasi penanaman modal;
h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembangunan dan pengembangan sistim informasi penanaman modal;
i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sistim informasi penanaman modal;
j. Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan verifikasi dan pengolahan data, analisis dan evaluasi data serta sistim informasi, dan;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.





	SASARAN KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
	SUMBER DATA

	
Terpenuhinya pengolahan data penanaman modal 
	
Jumlah data penanaman modal per tahun
	
Σ elemen data penanaman modal
	
Database penanaman modal
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